
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 68 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANDEGLANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi 

dan tertib pengelolaan Pengelolaan Pajak Barang dan 
Jasa Tertentu agar efektif dan akuntabel sesuai 
ketentuan Peraturaran Daerah Kabupaten Pandeglang 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka perlu diatur pengelolaan pajak 

barang dan jasa tertentu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pajak Barang 
dan Jasa Tertentu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5679); 

 

S A L I N A N 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas 
Tenaga Listrik; (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 17); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 
Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 
Nomor 13); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2023 Nomor 4); 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PAJAK 
BARANG DAN JASA TERTENTU. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 

2. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



 

 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.  

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, 
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab 
atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 

kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan 
perpajakan. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak 
yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa 
tertentu.  

12. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang 
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.  

13. Restoran adalah adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau 
Minuman dengan dipungut bayaran.  

14. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit 
Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.  

15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi 

dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas 
lainnya. 

16. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan 
di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
Kendaraan Bermotor.  

17. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ 
atau keramaian untuk dinikmati. 

18. Nomor Pokok Wqiib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakan daerahnya.  

19. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor 

identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan 
ketentuan tertentu. 

 



 

 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau 
Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.  

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ 

atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.  

23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, 
besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.  

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan 

atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.  

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya 

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
Pajak.  

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB 

adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang.  

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah 
yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, 

Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.  

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau 
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.  

32. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang 
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat 
pemberitahuan dengan SSPD.  

33. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang 
Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.  



 

 

34. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang 

dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu 
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua 

jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.  

35. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam 

surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah. 

36. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.  

37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan 

Pajak.  

38. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi 
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan 

penyanderaan. 

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan 
Retribusi Daerah.  

40. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu 
jangka waktu tertentu.  

41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 

 

BAB II  

PENGATURAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

 

Pasal 2   

(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. 

(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, 

penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. 

 

Pasal 3   

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan 
jasa tertentu yang meliputi: 

a. Makanan dan/atau Minuman; 

b. Tenaga Listrik; 

c. Jasa Perhotelan; 

d. Jasa Parkir; dan 

e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

 

 



 

 

Bagian Kesatu 

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman 

 

Pasal 4  

Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf a adalah penjualan, penyerahan, Makanan dan/atau Minuman. 

 
Pasal 5  

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan 
oleh:  

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan 
dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan 
minum; dan 

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:  

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, 

penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan 
lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan  

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.  

(2) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: 

a. rumah makan; 

b. kafe; 

c. warung nasi; 

d. food truck; dan 

e. pedagang kaki lima dan/ atau sejenisnya. 

(3) Yang dikecualikan dari objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau 
Minuman:  

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat 
juta rupiah) per/tahun; 

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata 

menjual Makanan dan/atau Minuman;  

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau  

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya 
menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. 

 

Pasal 6  

(1) Dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah jumlah yang 

dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu atas makanan dan/atau 
minuman.  

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman dihitung 
berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku. 

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang 
lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang 

lainnya tersebut. 



 

 

Pasal 7  

Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 
persen). 

 
Pasal 8  

(1) Besaran pokok PBJT atas makanan dan/atau minuman yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dengan tarif PBJT dalam Pasal 7.  

(2) PBJT atas makanan dan/atau minuman yang terutang dipungut di tempat 
penjualan, penyerahan, makanan dan/atau minuman dilakukan.  

(3) Saat terutangnya PBJT atas makanan dan/atau minuman dihitung sejak saat 

pembayaran/penyerahan/makanan dan/atau minuman dilakukan. 
 

Bagian Kedua 

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik 
 

Pasal 9  

(1) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumen Tenaga Listrik. 

(2) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang 

melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Tenaga Listrik. 
 

Pasal 10  

(1) Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik. 

(2) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.  

(3) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), meliputi:  

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
penyelenggara negara lainnya; 

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, 
konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; 

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, 

dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu 

yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 

 

Pasal 11  

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang dibayarkan 
oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik.  

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual 
Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

 

Pasal 12  

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

ditetapkan untuk:  

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan  

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.  



 

 

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari 

sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dihitung berdasarkan:  

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian 
kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan  

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar 

(3) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan 
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan 

kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, 
dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.  

(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik 

yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran dan nilai jual Tenaga Listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib 
Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik 

untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. 

 

Pasal 13  

Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut: 

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh indutri, pertambangan minyak 

bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); 

b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh Rumah Tangga, ditetapkan 

sebesar 6 %; 

c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh Golongan Bisnis ditetapkan 
sebesar 10 %; 

d. konsumsi Tenaga Listrik Curah oleh pemegang ijin usaha ketenagalistrikan 
dan pengguna listrik tertentu yang memerlukan pelayanan dengan kualitas 
khusus dan tidak termasuk dalam golongan sebagimana dimaksud pada huruf 

a, b, dan c adalah sebesar 10 %; 

e. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh Penerangan Jalan ditetapkan 

sebesar 1,5 %; dan 

f. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% 
(satu koma lima persen). 

 

Pasal 14  

Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada saat 
konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik. 

 

Pasal 15  

(1) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif 

dan syarat objektif PBJT atas Tenaga Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu 
tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun 

Pajak.  

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka 
waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang 
terutang.  

 



 

 

Bagian Ketiga 

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan 

 

Pasal 16   

(1) Subjek Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan adalah konsumen barang dan jasa 
tertentu atas jasa perhotelan. 

(2) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau Badan yang 
mengusahakan hotel. 

 

Pasal 17  

(1) Objek PBJT atas Jasa Perhotelan adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal 
jangka pendek dan jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 
memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan 

hiburan. 

(2) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa penyediaan 
akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang 

rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: 

a. hotel;  

b. hostel;  

c. vila;  

d. pondok wisata;  

e. motel;  

f. losmen; 

g. wisma pariwisata;  

h. pesanggrahan;  

i. rumah penginapan/homestay/guesthouse/ bungalow/resort/ cottage;  

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan  

k. glamping. 

(3) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah;  

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;  

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;  

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan  

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. 

 

Pasal 18  

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perotelan adalah jumlah pembayaran atau 
yang seharusnya dibayar kepada hotel. 

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 
voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang 
lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang 

lainnya tersebut. 



 

 

Pasal 19  

Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

 

Bagian Empat 
Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir 

 

Pasal 20   

(1) Subjek PBJT atas Jasa Parkir adalah konsumen jasa parkir / orang pribadi 

atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. 

(2) Wajib PBJT atas Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan tempat parkir. 

 

Pasal 21  

(1) Objek PBJT atas Jasa Parkir meliputi:  

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau 

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parker valet). 

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:  

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah;  

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya sendiri; dan 

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. 

 

Pasal 22  

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa parkir adalah jumlah pembayaran kepada 
penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan 
memarkirkan kendaraan. 

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir dihitung berdasarkan harga jual jasa 
sejenis yang berlaku. 

 

Pasal 23  

Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

 

 

Bagian Kelima 
Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan 

 

Pasal 24   

(1) Subjek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah konsumen /orang pribadi 

atau badan yang menikmati kesenian dan hiburan. 

(2) Wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan 
yang menyelenggarakan Jasa Kesenian dan Hiburan. 



 

 

 

Pasal 25  

Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyelenggaraan 

Kesenian dan Hiburan dengan dipungut bayaran. 

 

Pasal 26  

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:  

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang 

dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;  

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;  

c. kontes kecantikan;  

d. kontes binaraga;  

e. pameran;  

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;  

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;  

h. permainan ketangkasan;  

i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau 
peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;  

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, 

wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun 
binatang;  

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan  

l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:  

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan 

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. 

 

Pasal 27  

Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah 
pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan. 

 

Pasal 28  

(1) Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada: 

a. Diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% 

(lima puluh persen); dan 

b. Karoke ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen). 

 
 

 
 

 



 

 

BAB III  

PENDAFTARAN, PERHITUNGAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN 
PENYETORAN 

 
Bagian Kesatu 
Pendaftaran 

 
Pasal 29  

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Makanan dan 
minuman, Tenaga Kelistrikan, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian 
dan Hiburan wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda sebagai wajib pajak. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi 

dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda. 

(3) Pendaftaran Wajib Pajak sekurang-kurangnya memuat keterangan keterangan: 

a. Nama Wajib Pajak 

b. Nomor Identitas Penduduk (NIK) untuk orang pribadi 

c. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk badan 

d. Alamat Wajib Pajak dan Objek Pajak; 

e. Jenis Usaha; 

f. Jumlah Pegawai/Karyawan; 

g. Data lain yang berkaitan dengan usaha; dan 

h. Omset rata-rata per bulan ketika didaftarkan. 

(4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda 
memberikan tanda terima pendaftaran. 

(5) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak ditetapkan oleh Bapenda. 

 
Pasal 30  

(1) Berdasarkan hasil penelitian atas formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29, Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD dan surat keterangan 
terdaftar.  

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak 
mendaftarkan diri, Kepala Bapenda dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan 
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Bapenda. 

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada 
Wajib Pajak disertai bukti tanda terima. 

 
Bagian Kedua 
Perhitungan 

 
Pasal 31  

(1) Wajib Pajak melakukan pemungutan pada subjek pajak dan mencantumkan 

besaran pajak dalam bukti transaksi/pembayaran. 

(2) Dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan besaran pajak dalam bukti 

transaksi/pembayaran yang diberikan kepada subjek pajak, maka jumlah 
transaksi/pembayaran sudah termasuk pajak. 

(3) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan 

pajak terutangnya menggunakan SPTPD dan dokumen pendukung lainnya 
pada setiap akhir bulan. 



 

 

(4) Rumus perhitungan PBJT sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak yang sudah mencantumkan besaran pajak 

PBJT = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

b. Wajib Pajak yang belum/tidak mencantumkan besaran pajak 

Dasar pengenaan pajak = omzet keseluruhan 

                                             (tarif +100%) 

Pajak PBJT = Tarif Pajak x Dasar pengenaan pajak 

(5) Khusus dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang 

dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik, dihitung berdasarkan:  

a. Nilai jual Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 
yang dihitung berdasarkan: 

1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian 
kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk 

pascabayar; dan 

2. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar 

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 

(6) Perhitungan PBJT atas jasa Parkir yang tidak memungut kepada konsumen, 
dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

Dasar Pengenaan Pajak = Rata-rata kendaraan terparkir 

x Jumlah hari operasional (sebulan) x persamaan 
nilai pungutan 

PBJT atas jasa parkir= Tarif x dasar pengenaan  

(7) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

(8) Dalam pengisian SPTPD, Wajib Pajak sekurang-kurangnya memuat 

keterangan: 

a. Nama Objek Pajak; 

b. Nama Usaha; 

c. Alamat Usaha; 

d. Jenis Usaha; 

e. Rekap Penjualan; 

f. Rekap Bill/Bon; 

g. Jumlah Omzet keseluruhan; dan 

h. Pajak terutang. 

 

Pasal 32  

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Bapenda selambat-lambatnya pada 
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. 

 

(2) Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada 

hari libur, maka penyampaian pemberitahuan pajak dilakukan pada hari 
pertama kerja setelah hari libur dimaksud. 

(3) Bapenda melakukan penelitian/verifikasi atas setiap SPTPD dan SSPD wajib 

pajak. 



 

 

(4) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan surat teguran. 

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib 

Pajak. 

 
Pasal 33  

Untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada objek pajak PBJT, Bendahara 
pengeluaran perangkat daerah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi yang 

sama, wajib memungut pajak atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari 
Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara. 

 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

 

Pargraf 1 
Pelaporan 

 
Pasal 34  

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dilakukan setiap masa Pajak. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu 
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus 

dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD. 

(3) Jangka waktu penyampaian SPTPD selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) 
setelah berakhirnya masa Pajak. 

(4) Masa pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ditetapkan 
untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT. 

 
Pasal 35  

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dikenakan sanksi 
administratif berupa denda. 

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. 

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure). 

(4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 

1% (satu persen). 

 

Paragraf 2 
Pembetulan  

 

Pasal 36  

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah 
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum 

dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 
(dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan. 



 

 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai 
bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa 

bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% 

(satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari 
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh I (satu) bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan 

sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar 

 
Paragraf 3                      

Penelitian 

 

Pasal 37  

(1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib 
Pajak. 

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal 

pelunasan dalam SSPD; 

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya. 

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, 
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD. 

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan 
pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, 
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib 
Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan 
Pemeriksaan. 

 

Bagian Keempat 
Pembayaran dan Penyetoran 

 

Pasal 38  

(1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD. 

(2) Untuk memudahkan pembayaran pajak dan/atau pelaporan atas pembayaran 
pajak dapat dilakukan secara elektronik. 

(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak 
menyetorkan pajak yang terutang selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) 
bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak pada Kas Daerah. 



 

 

(4) Apabila penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari 

libur, maka penyetoran pajak dilakukan pada hari pertama kerja setelah hari 
libur dimaksud. 

(5) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(6) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau 
bukti setor yang sudah divalidasi oleh Bank dan dicatat dalam buku penerimaan 

(7) Bentuk, Jenis, Isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV  

TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT 

 

Pasal 39  

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala 

Bapenda dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB dalam hal: 

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 
terutang tidak atau kurang dibayar; 

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bapenda dalam jangka waktu 14 

(empat belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan 

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Wajib pajak menerima SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagai dasar pembayaran 
pajak terutang. 

 

BAB V  

TATA CARA PEMASANGAN/PENEMPATAN ALAT 

 

Pasal 40  

(1) Kepala Bapenda berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol 
kegiatan transaksi Wajib Pajak. 

(2) Alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak dapat berupa alat 

elektronik atau alat lainnya yang berfungs sebagai validasi kegiatan transaksi 
dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh 
wajib pajak. 

(3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan berita acara. 

 

 

 



 

 

BAB VI  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 41  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal 29 Desember 2023 

BUPATI PANDEGLANG 

 

        CAP / TTD 

 

   IRNA NARULITA 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal 29 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 

 

                              CAP / TTD 

 

                       ALI FAHMI SUMANTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 68 

   Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,  
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